BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.46, 2013 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Rencana Pengelolaan Perikanan. Penangkapan
Ikan. Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.29/MEN/2012
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN DI
BIDANG PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan
perikanan khususnya di bidang penangkapan ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu ditetapkan
pedoman penyusunan rencana pengelolaan perikanan
di bidang penangkapan ikan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan
Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3647);
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. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3275);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang

Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
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10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
92 Tahun 2011;

11.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 20009,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 59/P Tahun 2011;

12.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis yang
Membahayakan atau Dapat Membahayakan Sediaan
Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan;

13.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O1/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia;

14 .Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan:;

15.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
326), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.49/MEN/2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 780);

16.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber
Daya lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia;

Memperhatikan: Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and

Menetapkan

Agriculture Organization of the United Nations, 1995;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN
IKAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sumber daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari
siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang
terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan,
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan
implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau
otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan
produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah
disepakati.

Rencana Pengelolaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat RPP,
adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana
strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang
disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat
pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial-ekonomi, isu
pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-
langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah
dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam
pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan
ikan.

. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang

selanjutnya disingkat WPP-NRI merupakan wilayah pengelolaan
perikanan yang meliputi perairan kepulauan, laut teritorial, zona
tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
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Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2

(1)Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di bidang
penangkapan ikan disusun dengan tujuan untuk memberikan arah
dalam penyusunan RPP dalam mencapai manfaat yang optimal dan
berkelanjutan, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan di WPP-
NRI.

(2) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. pemanfaatan sumber daya ikan; dan

b. tata cara penyusunan RPP di masing-masing WPP-NRI dan/atau RPP
jenis ikan.

BAB Il
PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 3
Penyusunan RPP di bidang penangkapan ikan dilakukan berdasarkan:
a. estimasi potensi sumber daya ikan;
b. jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);
c. alokasi sumber daya ikan; dan
d. tingkat pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya ikan.

Pasal 4

Estimasi potensi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a merupakan dugaan ketersediaan lestari sumber daya ikan di
seluruh WPP-NRI.

Pasal 5

(1) JTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan jumlah
maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di WPP-NRI dengan
memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

(2)JTB ditetapkan berdasarkan estimasi potensi sumber daya ikan dan
tingkat pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya ikan.

Pasal 6

(1) Alokasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
c ditetapkan berdasarkan JTB.

(2)Alokasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek historis hasil tangkapan,
ekonomi, sosial, ekologi, dan biologi penangkapan ikan.
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